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ABSTRACT
M. Jafar, S.H., M.Hum.   Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang dalam keadaan dungu,  sakit  otak  (tidak 
waras),  mata  gelap,  dan  orang  dewasa  yang  boros sebagaimana  ketentuan  Pasal  1330  KUHPdt.  Salah  satu  kewenangan 
Pengadilan Negeri  adalah  menetapkan  wali  pengampu  bagi  orang  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan.  Pokok  permasalahan 
studi  kasus  ini  adalah  pertimbangan  hukum Pengadilan  Negeri  dan  analisis  terhadap  penetapan  Pengadilan  Negeri  Nomor
189/Pdt.P/2013/PN-Lsm  tentang  pengajuan  pengampuan  dan  penetapan  sebagai kurator.   Penulisan studi kasus ini bertujuan
untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pengajuan  pengampuan  dan  penetapan sebagai 
kurator  serta  menganilis  apakah  penetapan  Pengadilan  Negeri Lhokseumawe Nomor 189/Pdt.P/2013/PN-Lsm mempunyai
cukup bukti,  saksi dan kekuatan hukum.   Untuk memperoleh data dalam penulisan studi kasus ini, digunakan metode penelitian 
hukum  normatif  (normative  legal  research),  penelitian  kepustakaan (library research), yang mencakup bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang keseluruhannya dianalisa secara kualitatif.   Hasil  penelitian  penetapan  Pengadilan  Negeri 
Lhokseumawe  Nomor 189/Pdt.P/2013/PN-Lsm  tentang  pengajuan  pengampuan  dan  penetapan  sebagai kurator hanya
mempertimbangkan ketentuan Pasal 433 danPasal 434 KUHPdt saja. Sehingga  akibatnya  penetapan  hakim  Pengadilan  Negeri 
Lhokseumawe  tidak mempunyai  kekuatan  hukum,  tidak  cukup  bukti,  serta  saksi  dan  melanggar  asas audi  et  alteram 
partem, kewajiban  mendengar  pihak  terkait,  di  karenakan  hakim tidak mempertimbangkan dan memenuhi adanya ketentuan
Pasal 438, 439 dan 440 KUHPdt.    Disarankan  adanya  peraturan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan yang  dibuat  oleh 
pemerintah  untuk  mengatur  tentang  hubungan  keperdataan  dan mengganti  ketentuan-ketentuan  didalam  KUHPdt.  Harus 
adanya  peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa KUHPdt dicabut dan diganti dengan peraturan Keperdataan  Nasional  yang 
baru,  hal  ini  dikarenakan  KUHPdt  yang  lama  sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang.
